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GUBERNUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 pasal 4 ayat (5) yang menyatakan
bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala
daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah
dengan  berpedoman pada  standar  akuntansi
pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1617);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Iriformasi Keuangan Daecrah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 )
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5165);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246 Tambahan Lembaran Necgera Republik Indonesia
Nomor 5589);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
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diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Dacrah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Pencrapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1
e
3.

Daerah adalah Provinsi Maluku.

Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat dacrah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

‘Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi

Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebul.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dacrah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat dacrah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan dacrah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai  kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola  Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas
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melaksanakan pen . .
Urnum Dncmh,[ gelolnan APBD dan  bertindalk nebagai

Bcnd!lljh.nrin Umum Dacrah yang sclanjutnyn disingkal BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitng sebagai Bendaharn Umum Daerah,
Eﬁzgﬁﬁ&ﬂ r"\nlgglarun Iusnlah pejabal pemegang kewenangan pengguna
garan  untuk melaksanakan tugas 81 8
iy gas pokok dan fungsi SKPD yang

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewe .
milik daerah, pemegang cnangan pengguna barang

Bendaharn

Kuasa Bendahara Urpum Dacrah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Dacrah,

Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan  scbagian  kewenangan  penguna
mc_laksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD.
Pejabat Pcnatausal:man Keuangan SKPD yang sclanjutnya disingkal PPK-
SKPD adalah pejabat  yang melaksanakan fungsi penatausahaan
keuangan pada SKPD.

Pejabat quaksannan Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK
gcli(aglajh Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan APBD pada
Bcnda!‘tara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima,  menyimpan,  menyclorkan,  menalausahakan  dan
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dacrah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan  dan
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dacrah dalam
rangka pclaksanaan APBD pada SKPD,

Laporan keuangan dacrah adalah laporan perlanggungjawaban gubernur
atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan
serta menunjukkan posisi keuangan yang scsuai dengan kebijakan
akuntansi keuangan daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya,

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektil.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dacrah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka mcningkat‘kan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas. . N
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dacrah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan dacrah. . .

Berbasis Akrual adalah basis akunlansi yang nqcngakun _pe_ngar_uh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saal transaksi dan peristiva itu
terjadi, tanpa mempcrhatikan saat kas alau sclara kas diterima atau

dibayar.

anggaran dalam
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pemerintah daerah.

Pengakuan adalah
it o adiun amupl‘:::-iss-mpvcnc:dtapan terpenuhinya kriteria pencatatan
mectill heglan yend mclca kala'm catatan akuntansi sechingga akan
pendapatan-LRA { ngkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas

: , belanja, pembiayaan d ’
sebagaimana akan termuat pada la s apatap-LO sl
b, poran keuangan entitas pelaporan yang
Pengukuran adalah proses ilai

- penetapan nilai uang untuk i

r;emasutkan setiap pos dalam laporan kcuangan.g sl mngeal A8
engungkapan adalah laporan keuangan yang menyajik
. . a
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. . SR
Laporan Rca.!isasi_hnggaran selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang mcnyap.kan mformasi' realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pcmbiayaar;
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan denga
dalam satu periode. y i
Laporan Perubahan Saldo 'Anggaran Lebih selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang mcnye.l_]ikan informasi kenaikkan dan penurunan SAL
t.'::.(l'l)‘ll..ln pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SilPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenatl aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.
L,aporaP Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
met_'nya_glkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan

“surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang sclanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daltar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas Akuntansi adalan unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih
‘entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
.peraturan perundang-undangan wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daecrah yang

mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh



A4, Bclfam adalah penurunan manfoat ekonomi atau potensi jnsa dalam
periode  pelaporan  yang  menurunkan ckuitas, yang dapat berupa
pcngc.huu'nn atau konsumsi aset atau timbulnyn kcwinjibnn.

45, Pembiayaan Dacrah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang - bersangkutan maupun  pada  tahun-tahun  anggaran
Dberikutnya,

46, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikunsai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat  ekonomi dan/atau sosial dimasa  depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
divkur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyedinan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

47, Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya  mengakibatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah,

48. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah,

49, Koreksi adalah tindakan pembetulan secarn akuntansi agar akun/pos
yvang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
scharusnya,

50. Penyesunian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persedinan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.,

51.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah dacrah,

52. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

53. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik akuntansi yang
telah dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

54, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang
dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar
akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannyan serta olch pengguna laporan keuangan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan.

BAB II
RUANG LINGRUP

Pasal 2

Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :

1. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aluran-aturan dan
praktek-praktek spesifix  yang dipilih oleh PemerintahProvinsi Maluku
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),
Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
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ﬁz“;{;kﬁn Catatan atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Provinsi
3. Dasar pengakuar!, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban serta penyajiannya dalam laporan keuangan .
4. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Pasal 3

lfebijakan aku_ntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diterapkan di
lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menurut undang-undang wajib menyajikan laporan keuangan

BAB [lI
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar kerangka
konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas akuntansi.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan
keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD
dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan
umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksudpada pasal 4

terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I;

2.. Kebijakan Akuntansi No 1 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang, adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

3. Kebijakan Akuntansi No 2 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIf;

4, Kebijakan Akuntansi No 3 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi, adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran [V;

5. Kebijakan Akuntansi No 4 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V;

6. Kebijakan Akuntansi No 5 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya,

" adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;

7. Kebijakan Akuntansi No 6 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban,

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;



8. Kebijnkan Akuntansi No 7 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan
uclnlt_\h sebagaimana tereantum dalam lampiran VIII; '

9, Kebijukan Akuntansi No 8 tentang Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja
dnn".l’rmmrcr. adalnh sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;'

10, Kebijnkan Akuntansi No 9 tenlang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
t\(l:tlph sebagnimana tercantum dalam lampiran X; '

11, Kebijakan Akuntansi No 10 tentang Kebijakan Akuntansi Transitoris
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI; l

Pasal 8

I(cbi.jnknn akuntansi Badan Layanan Umum Daecrah (BLUD) disusun secara
terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas
Pelaporan wajib menyusun:

a. Laporan Recalisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan
Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran;

2) Neraca;

3) Laporan Arus Kas;

4) Laporan Opcrasional;

5) Laporan Perubahan Ekuitas;

6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
7) Catatan atas Laporan Kcuangan.

(2) - Dalam rangka pertanggungjawaban peclaksanaan APBD oleh SKPD
~selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:

a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan
Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran;

2) Neraca,;

3) Laporan Operasional;

4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan  perbendaharaan
daerah BUD sclaku Entitas Akuntansi, wajib menyusun Laporan
Keuangan, yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan

Catatan atas Laporan Keuangan.
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Pasal 10

(1) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan scbagaimana dimaksud
Pada pasal 5 ayat (1) hurul b disertai dengan pernyataan tanggung
Jawab yang ditandatangani oleh Gubernur.,

(2) Laporan Kcuangan tahunan entitas akuntansi scbagaimana dimaksud
pada pasal 5 ayat (2) hurul b discrtai dengan pernyataan tanggung
jawab yang ditandatangani olch Kepala SKPD.

(3) Laporan Kecuangan cntitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada
pasal S ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang
ditandatangani olch PPKD sclaku BUD.

(4) Pernyataan tanggung jawab scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah disclenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Lampiran dari Peraturan Gubernur Maluku tentang kebijakan akuntansi ini
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Maluku.

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang_an. Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pad_a@’ al };%I_)esember 2014
GUBERNUR'MALUKU,

]

o

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
cada tanggal 10 Desember 2014

AR]S, DAERAH PROVINSI MALUKU,
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